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Indonesia mengumumkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980 dan kemudian
mengatur Zona Ekonomi Eksklusif tersebut dengan menungundangkannya di dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1983 ( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44). Pada waktu Indonesia mengumumkan
ZEEI tahun 1980 telah terdapat sejumlah 73 negara-negara yang telah melakukan hal yang samayaitu
mengumumkan Zona Ekonomi Eksklusif mereka , sebagai pengaruh dari perkembangan Konperensi Hukum
Laut PBB ke-I11 yang telah menyetujui Informal Composite Negotiating Text. Saat dikeluarkannya
pengumuman Indonesia tentang ZEEI tersebut diatas, Zona Ekonomi Eksklusif telah berkristalisasi menjadi
hukum kebiasaan internasional karena konsep ZEE belah memperoleh dukungan yang besar baik dari negara
-negara maritim utama, maupun negara-negara berkembang serta Zona Ekonomi Eksklusif telah merupakan
bagian dari praktek hukum internasional.

Bertambah banyak negara-negara yang memakai sistim joint venture dan atau perizinan sebagai dasar
hukum pemberian izin bagi kapal perikanan asing pada ZEE mereka. Indonesia mel aksanakan sistim joint
venture bidang perikanan berdasarkan Undang-Undang PMA dan pemberian SIPI ( Surat 1zin Penangkapan
Ikan ) bagi pihak asing diatur oleh Peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 1984. Sistim terakhir yang
berlaku ialah, sistim sewa kapal perikanan asing yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun
1990 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomar 816/K pts/1K.120/11/90 tanggal 1 Nopember 1990.
Tujuan penelitian ini adal ah:

1. Mengadakan peninjauan atas perundang-undangan yang berkaitan dengan konsep pemanfaatan penuh
sumberdaya alam hayati perlkanan JTB , kapasitas tangkapan dan akses atas surplus perikanan, yang hal ini
berkaitan dengan pengaturan partisipasi pihak asing dalam perikanan ZEE baik di dalam konteks hukum
internasional dan hukum nasional.

2. Sesuai dengan karakteristik hukum dari ZEE menurut KHL 1982, mengadakan tinjauan terhadap pelbagai
hak dan kewajiban negara kepulauan Indonesia sebagai negara pantai di dalam menangani masalah
pengaturan partisipasi perikanan pihak asing di ZEEI menurut perundang-undangan nasional dan menurut
hukum internasional.

3. Mengadakan perbandingan antara praktek negara-negara terutama di Asia Pasifik di dalam menerapkan
berbagai perjanjian bilateral dan multilateral perikanan serta seberapajauh praktek pengaturan- negafa-
negaratersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan KHL 1982.

4. Mengadakan tinjauan terhadap ketentuan perundang-undangan yang memberi peluang kepada berbagai
interpretasi atas hak negara pantai yang dengan demikian tidak mendukung kepastian hukum.

5. Mengadakan peninjauan terhadap implementasi dari hasil-hasil perjuangan Indonesiadi dalam forum
UNCLOS 111, khususnya dalam rejim negara kepulauan dan rejim ZEE.
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